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ABSTRACT 

The study was aimed to obtain the concept of indigenous forest according to the Meyah 
ethnic community, the Meyah ethnic community's perception of indigenous forest, and the 
factors that influence the use of the indigenous forest by the Meyah ethnic community. 
Descriptive methods with observation and interview techniques are used in this study. 
Respondents were selected by purposive sampling, as many as 30 families. The results show 
that the concept of indigenous forest according to the Meyah ethnic community is a forest area 
given by God the Creator of the Universe as human property rights to live for generations, 
reproduce and adapt to their environment, and utilize the resources in the forest. Ownership of 
indigenous forests is controlled by individuals or clan groups for generations in certain areas 
marked by natural boundaries. The first activity in utilizing the forest as a source of life was by 
clearing land for houses and gardening as well as collecting forest products, which were used 
as the basis for determining the boundaries of land and forest rights. The Meyah ethnic 
community has a strong perception of indigenous forests, both perceptions of indigenous forest 
ownership, indigenous forest sustainability, and indigenous forest use. The factors that influence 
the Meyah ethnic community in the use of indigenous forests consist of a) determining factors, 
namely: customs and way of life about the forest; b) supporting factors, namely: livelihood and 
length of stay, and c) driving factors, namely: the role of traditional and religious leaders. 
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ABSTRAK 

 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui konsep hutan adat menurut masyarakat 
etnis Meyah, persepsi masyarakat etnis Meyah tentang hutan adat serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat etnis Meyah. Metode deskriptif 
dengan teknik observasi dan wawancara digunakan dalam penelitian ini. Responden dipilih 
secara pusposive sampling, sebanyak 30 kepala keluarga. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa konsep hutan adat menurut masyarakat etnis Meyah adalah areal hutan yang diberikan 
oleh Tuhan Pencipta Alam Semesta sebagai hak milik manusia untuk hidup secara turun-
temurun, berkembang biak dan beradaptasi dengan lingkungannya, serta memanfaatkan 
sumberdaya yang ada di dalam hutan. Kepemilikan hutan adat dikuasai oleh individu atau 
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kelompok marga secara turun temurun dalam luasan tertentu yang ditandai oleh batas-batas 
alam. Aktifitas pertama kali dalam memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan adalah 
dengan membuka lahan untuk rumah dan berkebun serta memungut hasil hutan, dijadikan 
dasar penentuan batas-batas hak atas tanah dan hutan. Masyarakat etnis Meyah memiliki 
persepsi yang kuat tentang terhadap hutan adat, baik persepsi tentang kepemilikan hutan adat, 
kelestarian hutan adat maupun pemanfaatan hutan adat. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
masyarakat etnis Meyah dalam pemafaatan hutan adat terdiri atas a) faktor penentu yaitu: adat 
istiadat dan pandangan hidup tentang hutan; b) faktor pendukung yaitu: matapencaharian dan 
lama bermukim, serta c) faktor pendorong yaitu: peran dari tokoh adat dan tokoh agama. 

Kata kunci:  Konsep, Persepsi, Hutan Adat, Etnis Meyah, Manokwari 

 

PENDAHULUAN 

Hutan memegang peran unik baik sebagai sistem penyangga kehidupan maupun sebagai 
penggerak ekonomi di banyak negera. Hutan tropika dikenal memiliki biodiversitas yang tinggi 
serta merupakan tempat tersimpannya sumberdaya genetik flora dan fauna yang penting untuk 
pemenuhan kebutuhan akan produk kayu dan non kayu, pertanian, obat-obatan dan lain-lain 
(Masripatin. 2007). Peran hutan yang demikian, membuat masyarakat memanfaatkan hutan 
dengan segala keanekaragamannya. Aktivitas perambahan dan illegal loging yang terjadi di 
hutan telah menyebabkan perubahan keanekaragaman hayati di dalamnya yang sampai 
sekarang banyak diantaranya belum diketahui manfaatnya. Kondisi ini mengurangi kapasitas 
hutan untuk memberikan jasa sebagaimana fungsinya.  

Salah satu masalah dalam pengelolaan hutan adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat 
sekitar hutan yang tergolong rendah. Masyarakat lokal sekitar hutan umumnya bergantung 
pada hutan sebagai sumber mata pencaharian, namun kehidupannya masih jauh dari standar 
sejahtera dengan fasilitas umum yang kurang memadai (Magdalena 2013). Keberadaan 
masyarakat lokal dengan kearifan lokal yang dimiliki mampu menjaga kawasan hutan, bukan 
malah terpinggirkan dan tidak terlindungi hak dasarnya, bahkan kadang dianggap sebagai 
sumber konflik. Melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat diharapkan tingkat pendapat 
dan ekonomi masyarakat semakin meningkat, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan penebangan 
liar ataupun perambahan hutan (Farouque et al. 2017; Andrasmoro dan Nurekawati 2017; 
Negara 2011; Ruhimat 2010). Hal ini seperti ditemukan Syahputra et al. (2021) dalam 
pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat pada hutan mangrove di Provinsi Aceh. 
Masyarakat lokal/tradisional sekitar hutan memiliki tanggung jawab cukup besar dalam 
pengelolaan hutan di sekitar pemukimannya. Pengelolaan hutan yang baik akan memberikan 
kontribusi positif terhadap pelestarian keanekaragaman hayati. Semakin luas masyarakat diberi 
kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengelola hutannya, semakin tinggi pula rasa memilki 
hutan tersebut. 

Terdapat pengakuan yang berkembang bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan hutan 
pada akhirnya bergantung pada kerja sama dan dukungan masyarakat lokal, sehingga strategi 
perlindungan hutan dengan mengasingkan masyarakat lokal dari kawasan hutan, bukan hanya 
tidak adil dan tidak menghormati hak fundamentalnya, tetapi juga akan merugikan upaya-upaya 
pelestarian hutan itu sendiri. Apalagi menyangkut hutan sebagai sumber daya milik bersama, 
masyarakat adalah aktor penting dalam pengelolaan sumber daya alam (Wells dan Brandon 
1993; Kothari et al. 1995; dan Agrawal 2003). Menurut Siu et al. (2020), bahwa salah satu 
aspek yang sangat menentukan keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan adalah masyarakat 
lokal, karena bukan hanya bergantung pada potensi sumberdaya hutan tetapi juga lebih 
merasakan dampak yang timbul pada kawasan hutan.   
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Kelestarian kawasan hutan dan kehidupan masyarakat tradisional yang hidup di dalam 
dan sekitarnya saling mempengaruhi. Kelestarian hutan sangat dipengaruhi oleh kehidupan 
masyarakat tradisional, sebaliknya kelompok masyarakat sangat bergantung pada kawasan 
hutan tersebut. Keterlibatan aktif masyarakat untuk mengelola hutan dapat dilakukan dalam 
melindungi hutan sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat (Sahlan 2012 dan Muspidan 
2008). Hasil penelitian Susanto et al. (2020) di kawasan Cagar Alam Pangandaran mengatakan 
bahwa aktivitas masyarakat dengan kawasan hutan tidak dapat dihindari, karena kawasan ini 
merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat yang sudah lama berinteraksi sebelum 
ditetapkan sebagai cagar alam.  

Pemerintah telah berupaya agar keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan 
menjadi salah satu upaya dalam memberikan akses kepada masyarakat. Bukan saja melalui 
perhutanan sosial, pengelolaan hutan lindung dengan partisipasi masyarakat, tetapi 
pemerintah juga memberikan pengakuan terhadap hutan adat. Laporan LHK (2018) tentang 
status hutan dan kehutanan menjelaskan bahwa hutan adat harus dikelola sesuai dengan 
fungsi hutan yang ditentukan. Menurut KEMENDAGRI (2014) dalam Permendagri Nomor 52 
Tahun 2014 dijelaskan bahwa, wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan 
atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, 
dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka 
atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat. Putri et al. (2019), 
menjelaskan bahwa kawasan hutan adat kedudukannya khusus (lex specialis), dimana hak 
menguasai oleh negara tidak berlaku, namun dimungkinkan hubungan fungsionalnya dapat 
diatur. 

Salah satu areal hutan adat yang berada di Provinsi Papua Barat adalah wilayah 
masyarakat adat etnis Meyah di Kampung Merejemeg Distrik Masni Kabupaten Manokwari. 
Etnis Meyah merupakan salah etnis asli dalam suku besar Arfak yang mendiami sebelah Barat 
Pegunungan Arfak, termasuk wilayah dataran Prafi di Kabupaten Manokwari. Areal hutan yang 
terdapat di sekitar kampung Merejemg termasuk dalam kawasan hutan lindung. Masyarakat 
adat setempat menganggap bahwa hutan berada di sekitar kampungnya merupakan hutan 
adat yang sudah dimiliki secara turun temurun sejak jaman nenek moyang. Hutan memberikan 
manfaat ekonomi, sosial dan budaya untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Persepsi 
masyarakat tentang kawasan hutan dipengaruhi oleh manfaat yang dirasakan dari kawasan 
hutan (Chowdhury et al. 2014; dan Ratsimbazafy et al. 2012). Masyarakat lokal diperkirakan 
akan memiliki persepsi positif terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan jika mendapat 
manfaat yang diperoleh dari hutan. (Badola et al. 2012; Infield dan Namara 2001; Takon et al. 
2013). Atas dasar pemikiran yang diuraikan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk: 1) 
Mengetahui konsep hutan adat menurut masyarakat etnis Meyah; 2) Persepsi masyarakat 
etnis Meyah tentang hutan adat; 3) Faktor-faktor penentu yang mempengaruhi masyarakat 
etnis Meyah memanfaatkan hutan adat.   

 
 

METODE 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020. Penelitian ini 
dilaksanakan di Kampung Merejemeg, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Kampung ini 
terletak di pinggir jalan arteri trans provinsi yang menuju ke beberapa kabupaten lainnya seperti 
Sorong, Tambrauw dan Pegunungan Arfak. Beberapa wilayah distrik yang berbatasan dengan 
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Kampung Merejemeg di Distrik Masni seperti Distrik Sidey, Prafi dan Warmare merupakan areal 
pekerbunan kelapa sawit. 

 
 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 
Figure 1. Research Location Map 

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian dirancang dalam metode deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi 
dan wawancara. Guna memperoleh deskripsi yang lengkap mengenai fenomena dari populasi, 
maka penelitian ini disusun secara sistematis berdasarkan fakta dan sifat dari populasi itu sendiri. 
Responden dipilih secara pusposive sampling berdasarkan tingkat pengetahuan masyarakat 
terhadap hutan adat. Berdasarkan rumus Slovin (Sugiyono 2011), maka jumlah responden 
sebanyak 30 KK (kepala keluarga) dari jumlah KK ada di kampung Merejemeg. Responden 
dikelompokkan dalam 3 kelompok, dimana masing-masing kelompok memiliki tingkat 
pengetahuan atau pemahaman yang berbeda mengenai hutan adat. Kelompok pertama 
berjumlah 10 (sepuluh) KK, terdiri dari tokoh masyarakat atau tokoh adat (kepala 
suku/marga) yang lebih mengetahui tentang areal hutan. Kelompok kedua adalah aparat 
pemerintah kampung/distrik berjumlah 5 (lima) KK yang bertugas mengurus aktivitas sosial, 
ekonomi dan budaya masyarakat. Kelompok ketiga berjumlah 15 (lima belas) KK yang 
terdiri dari masyarakat adat etnis Meyah yang beraktivitas memanfaatkan areal hutan 
adat.   

Alat dan bahan sebagai instrumen penelitian meliputi panduan dokumentasi, panduan 
wawancara, serta media atau perangkat penunjang. Kuisioner memuat pertanyaan yang 
menghasilkan jawaban responden mengenai: (a) identitas atau profil responden; (b) Konsep 
dan pandangan masyarakat etnis Meyah tentang hutan, (b) Persepsi masyarakat etnis Meyah 
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terhadap hutan adat, dan (c) Faktor-faktor penentu yang mempengaruhi masyarakat etnis 
Meyah dalam pemanfaatan hutan adat. Data dan informasi lain yang dikumpulkan adalah 
gambaran umum lokasi penelitian serta penelusuran pustaka. 

   

C. Analisa Data 

Pengolahan dan analisis data dilakukan atas pertanyaan yang diajukan mengenai 
konsep hutan adat menurut masyarakat, persepsi masyarakat tentang hutan adat, serta 
faktor-faktor penentu yang mempengaruhi masyarakat memanfaatkan hutan adat. 
Persepsi masyarakat etnis Meyah tentang hutan adat dianalisis dengan skala Likert 
(Riduwan 2008) yang terdiri atas: a) Persepsi masyarakat tentang kepemilikan hutan adat, b) 
Persepsi masyarakat tentang kelestarian hutan adat, dan c) Persepsi masyarakat tentang 
pemanfaatan hutan adat. Setiap jawaban/pernyataan responden diberi skor penilaian dengan 
skala persepsi; Kuat atau positif (Nilai=5), Cukup netral (Nilai=3), dan Lemah atau negatif 
(Nilai=1). Skor penilaian responden tentang persepsi (Tabel 1), sedangkan skor bobot 
kelompok responden (Tabel 2), dan klasifikasi dan kategori persepsi (Tabel 3). Rumus untuk 
menghitung Skor Akhir Persepsi (SAP) adalah:  

 
SAP = ∑ (Ni x SP x BR), dimana; 

Ni = Jumlah responden yang menjawab sesuai skor penilain 
SP = Skor Penilaian 
BR = Bobot Responden   

 

Tabel 1. Skor Penilaian Persepsi 
Table 1. Perception Assessment Score 

No Persepsi Skor Penilaian   

1 Kuat atau positif 5 

2 Cukup atau netral 3 

3 Lemah atau negatif 1 

  
Tabel 2. Skor Bobot Responden 

Table 2. Respondents' Weight Score 

No Kelompok Responden  Bobot Responden  Jumlah Resonden 

1 Tokoh Masyarakat  3 15 

2 Aparat Pemerintah  2 5 

3 Masyarakat Adat  1 10 

 Jumlah  30 

   Sumber: Modifikasi dari skala likert (Riduwan, 2008) 
 

Tabel 3. Klasifikasi dan Kategori Persepsi 
Table 3. Classification and Categories of Perception 

No 
Interval 

Skor Persepsi 
Klasifikasi Kategori Persepsi 

1 55 - 128 Lemah/Negatif Tidak Memahami/Tidak Mengetahui 

2 129 - 202 Cukup/Netral Kurang Memahami/Kurang Mengetahui 

3 203 - 276 Kuat/Positif Memahami/Mengetahui 

Sumber: Modifikasi dari skala likert (Riduwan, 2008) 

 
Analisis Faktor-faktor penentu yang mempengaruhi masyarakat etnis Meyah 

memanfaatkan hutan adat adalah: (a) Faktor dasar, (b) Faktor pendukung, dan (c) Faktor 
pendorong (Situmorang dan Simanjuntak 2015). Faktor determinan ini dianalisis secara 
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deskriptif berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan. Hasil pengolahan 
dan analisis data ditampilkan dalam bentuk tabel dan narasi.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat 

Aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang dikaji meliputi umur, pendidikan, 
pekerjaan, pendapatan, suku serta lama bermukim. Masyarakat kampung Merejemeg yang 
dijadikan sebagai responden sebanyak 30 orang yang terdiri atas 22 orang pria (73,33%) dan 
8 orang wanita (26,67%). Karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakat seperti pada 
Tabel 4. 

 
Tabel 4. Karakteristik Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat 

Table 4. Socio-Economic and Cultural Characteristics of the Community 

No Karakateristik Kategori Jumlah Persentase (%) 

1 Suku Papua Asli  22 73.33 

  Papua Lain 3 10.00 

  Non Papua 5 16.67 

2 Lama bermukim < 5 tahun 2 6.67 

   6 - 10 tahun 3 10.00 

   11 - 15 tahun 3 10.00 

   16 - 20 tahun 7 23.33 

   > 20 tahun 15 50.00 

3 Umur 24 - 32 tahun 5 16.67 

    33 - 41 tahun 9 30.00 

    42 -50 tahun 8 26.67 

    51 - 59 tahun 7 23.33 

    > 59 tahun 1 3.33 

4 Pendidikan Tidak Sekolah 15 50.00 

    SD 6 20.00 

    SMP 2 6.67 

    SMA/SMK 3 10.00 

    DIPLOMA 2 6.67 

    SARJANA 2 6.67 

5 Pekerjaan Petani 22 73.33 

    Wiraswasta 6 20.00 

    PNS 2 6.67 

6 Pendapatan 500.000 - 1.000.000 22 73.33 

    1.000.000 - 1.500.000 4 13.33 

    1.500.000 - 2.000.000 2 6.67 

    > 2.000.000 2 6.67 
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Karakteristik masyarakat di kampung Merejemg berdasar profil responden menunjukkan 
bahwa sebagian besar (73,33%) penduduk adalah masyarakat etnis Meyah yang merupakan 
penduduk asli (Tabel 4), sisanya adalah penduduk Papua lain (etnis Biak, Serui dan Sorong) 
serta penduduk Non Papua (etnis Jawa, Timur dan Buton). Masyarakat etnis Meyah merupakan 
warga masyarakat yang paling lama tinggal dan bermukim wilayah ini (di atas 20 tahun), 
sedangkan etnis lain baru bermukim 2 – 3 tahun terkahir. Usia masyarakat yang terbanyak 
berkisar antara 33 - 41 tahun (30,00%), diikuti dengan kisaran umur 42 - 50 tahun (26,67%) dan 
usia 51 - 59 tahun (23,33%), dan usia 24 – 32 tahun (16,67%). Persentase responden paling 
banyak berada pada usia produktif (24 – 59 tahun), sedangkan yang usia di atas 59 tahun tidak 
produktif (3,33%). Menurut Erwiantono (2006) bahwa, usia masyarakat yang lebih muda 
memilki produktivitas yang tinggi, sehingga lebih mudah menerima inovasi untuk kemajuan 
dalam mengelola ekosistem hutan.   

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebesar 50% masyarakat tidak bersekolah, 20% yang 
berpendidikan SD, 10% yang berpendidikan SMA/SMK. Sedangkan sisanya 6,67% hanya 
berpendidikan masing-masing SMP, Diploma dan Sarjana. Masyarakat dengan tingkat 
pendidikan yang rendah cenderung memiliki cara berpikir dan bertindak yang lambat dalam 
proses pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai pengelolaan sumber daya 
hutan. Rusdianti dan Sunito (2012) mengatakan bahwa tingkat pendidikan juga mempengaruhi 
bagaimana individu ikut serta dalam suatu kegiatan. Sedangkan menurut Rahlem et al. (2017), 
perbedaan tingkat pendidikan setiap orang berpengaruh terhadap pola pikir dan partisipasi baik 
dalam mengelola maupun menjaga keberadaan wisata alam ini.  

Jika ditinjau dari segi pekerjaan atau matapencaharian, maka masyarakat kampung 
Merejemeg sebagian besar (73,33%) adalah petani. Bekerja sebagai wiraswasta hanya 20,00% 
dan sedikit yang bekerja sebagai PNS (6,67%). Hal tersebut menunjukan bahwa aktivitas 
memanfaatkan lahan hutan sebagai tempat bekerja adalah merupakan sumber utama 
kehidupan.   

Kristin et al. (2018) menjelaskan bahwa interaksi masyarakat terhadap hutan dalam 
memenuhi kebutuhan, semakin meningkat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Sebagian 
besar (73,33%) masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 1.500.000. Kondisi sosial ekonomi 
masyarakat dari aspek pendapatan tergolong kelompok masyarakat miskin (Ritohardoyo dan 
Ardi 2011).  

B. Konsep Hutan Adat Menurut Masyarakat Etnis Meyakh 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sejak dulu masyarakat etnis Meyah telah 
memiliki pemahaman tentang konsep hutan di sekitar tempat tinggalnya, yang selanjutnya 
dikenal sebagai hutan adat. Menurut tradisi dan adat istiadat masyarakat etnis Meyah, bahwa 
hutan adat adalah areal hutan yang diberikan oleh Tuhan Pencipta Alam Semesta sebagai hak 
milik manusia secara turun-temurun untuk hidup/berkembang biak dan beradaptasi dengan 
lingkungannya. Masyarakat etnis Meyakh mengetahui bahwa kepemilikan hutan adat dikuasai 
oleh individu atau kelompok marga secara turun temurun dalam luasan tertentu yang ditandai 
oleh batas-batas alam. Aktifitas pertama kali dalam memanfaatkan sumber daya hutan sebagai 
sumber kehidupan dengan membuka lahan untuk rumah dan berkebun serta memungut hasil 
hutan, dijadikan sebagai dasar penentuan batas-batas hak atas lahan dan hutan.   

Menurut pandangan masyarakat etnis Meyah di Kampung Merejemeg hak atas lahan 
dan hutan adat yang diwariskan, meliputi: hak atas sumber daya alam di atas tanah (air, batu, 
pasir, flora dan fauna) serta yang terkandung di dalam tanah (bahan tambang emas, minyak 
bumi, batu bara dan lainnya) telah menjadi hak miliknya yang ditentukan dan disepakati sejak 
jaman nenek moyang. Batas hak wilayah atas tanah dan hutan adat ditentukan berdasarkan 
aktifitas atau pergerakan individu, kelompok marga, atau keluarga dalam memanfaatkan 
sumberdaya alam. Seberapa luas atau sempitnya batas hak hutan adat, disepakati dan 
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ditentukan berdasarkan sejauh mana pergerakan dalam memanfaatkan lahan hutan untuk 
kebun yang ditandai dengan areal bekas kebun, atau areal bekas memungut dan mengolah 
hasil hutan. Ciri-ciri batas dari masing-masing areal hak hutan adat biasanya disepakati 
berdasarkan batas gunung, batas kali, batas pohon besar, batas batu besar, batas danau dan 
simbol alam lainnya. Lokasi atau tempat dimana masyarakat etnis Meyah pertama kali berjalan 
mengelilingi alam, memanfaatkan sumberdaya alam seperti disajika pada Tabel 5.  

 
Tabel 5. Lokasi aktivitas masyarakat etnis Meyah sebagai batas hak adat 

Table 5. Locations of activities of the Meyah ethnic community as boundaries of customary rights 

No Lokasi Aktivitas Sebagai Batas Hak Adat 
Nama Lokal 

(Bahasa Meyah) 

1 Tempat menangkap belut   ruhur mei 

2 Tempat berkebun   merefta 

3 Tempat bekas kebun mofa 

4 Tempat bekas rumah moduiws 

5 Tempat mencari ikan  ribesengka mei 

6 Tempat berburu kus-kus pohon   raga mesta ofou 

7 Tempat berburu rusa dan babi   rima 

8 Tempat mengambil kulit kayu untuk dinding rumah ruj monska 

9 Tempat mengambil batang pohon untuk rumah ris megaofor 

10 Tempat mengambil tali rotan untuk rumah rira mofun 

11 Tempat mengambil atap daun untuk rumah rab mejefeyi 

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat (tokoh adat dan tokoh agama) 

etnis Meyah, diketahui bahwa hutan yang telah dibebani hak adat atas batas-batas alam ini 
telah lama ada dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kehadiran status dan fungsi hutan 
yang ditetapkan pemerintah membuat masyaraka adat menjadi serba salah atau dilema, karena 
sejauh ini belum ada pengakuan pemerintah terhadap hutan adat yang lebih dulu dikuasai oleh 
masyarakat adat secara turun temurun.  

Sistem penguasaan lahan hutan oleh masyarakat etnis Meyah terbagi terbagi atas 3 
bentuk yaitu: 1) penguasaan lahan hutan sebagai satu kesatuan wilayah adat dengan kampung, 
2) penguasaan lahan hutan oleh kelompok marga dan 3) penguasaan lahan hutan oleh individu 
(keluarga).  Ketiga sistem penguasaan lahan hutan tersebut diatur berdasarkan aturan dan 
norma yang berlaku dalam masyarakat adat. Namun menurut Febryano et al. (2015) dan 
Budiandrian et al. (2017) bahwa faktor kebijakan dan hukum yang berlaku untuk pemanfaatan 
kawasan hutan berpengaruh terhadap legitimasi atas lahan hutan.  

Lahan berupa tanah dan hutan bagi masyarakat adat etnis Meyah merupakan batasan 
penguasaan secara keseluruhan wilayah yang dimiliki oleh masyarakat sebagai warisan leluhur 
untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat asli yang menempati wilayah tersebut. Semua 
anggota masyarakat asli etnis Meyah berhak memungut hasil hutan dalam wilayah kampung, 
sedangkan masyarakat luar (bukan masyarakat asli) boleh memungut hasil hutan atau 
menggarap lahan apabila telah mendapat ijin dari lembaga masyarakat adat atau kepala suku.  

Lahan hutan marga merupakan lahan milik bersama oleh keluarga-keluarga yang 
tergabung dalam satu kelompok marga. Pengaturan pengelolaan lahan marga dilakukan oleh 
kepala marga yang ditunjuk oleh anggota marga. Seluruh anggota marga berhak untuk 
memanfaatkan hasil hutan dalam lahan tersebut. Komposisi jenis tumbuhan pada lahan marga 
umumnya berupa hutan alam termasuk buah-buahan dan satwa yang menempati lahan 
tersebut. Pemanfaatan hasil hutan pada lahan marga lebih bersifat subsisten untuk kebutuhan 
anggota marga, tidak untuk dijual. 

Lahan hutan individu atau keluarga merupakan bagian dari lahan marga yang diberikan 
kepada anggota marga (keluarga) untuk sepenuhnya menjadi milik keluarga tersebut. 
Penguatan kepemilikan lahan keluarga biasanya diusahakan dengan menanam tanaman 
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campuran misalnya ubi jalar (Ipomoea batatas), ubi kayu (Manihot utilisima), tebu (Saccarum 
offisinnarum) dan pisang (Musang paradiaca), mangga (Mangifera indica), jeruk nipis (Citrus 
sinensis), kelapa (Cocos nucifera), nangka (Artocarpus heterophyllus), durian (Durio 
zibethinus), rambutan (Nephelium lappaceum), pinang (Areca catechu), kakao (Theobroma 
cacao). Keputusan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan ini menjadi 
tanggungjawab dari kepala keluarga beserta anggota keluarganya. 

Selain sistem penguasaan lahan hutan terdapat pula hak-hak yang melekat pada setiap 
sistem tersebut. Penguasaan tanah dan hutan adat oleh masyarakat etnis Meyah dipahami 
sebagai bentuk kepemilikan atas lahan hutan berdasarkan aturan adat yang disepakati. Salah 
satu strategi melestarikan hutan adalah mengakomodir hak masyarakat adat. Fajrini (2015) 
menjelaskan bahwa Konvensi Keanekaragaman Hayati (UN Convention on 
Biodiversity/UNCBD) merupakan instrumen hukum internasional yang mengakui kearifan lokal 
masyarakat adat dengan konservasi keanekaragaman hayati. Konvensi ini melindungi kearifan 
lokal masyarakat adat dengan menjamin integritas budaya, mendorong penggunaan sumber 
daya hayati tradisional yang berkelanjutan dan menghargai struktur pembuatan kebijakan 
dalam masyarakat adat.   

C. Persepsi Masyarakat Mengenai Hutan Adat 

Persepsi adalah proses perekaman makna oleh panca indra atau pemahaman makna 
atas suatu obyek atau informasi. Pengetahuan masyarakat yang baik akan menduku persepsi 
masyarakat yang positif (Putri et al. 2019). Hasil penelitian Dewi et al. (2019) menunjukkan 
bahwa persepsi masyarakat yang positif akan mendukung terhadap manajemen pengelolaan. 
Perilaku dari masyarakat dapat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat, yaitu pengetahuan dan 
pengalaman tentang sumber daya hutan (Tadese dan Taketay 2017).   

1. Persepsi Masyarakat tentang Kepemilikan Hutan Adat 

Berdasarkan aspek kepemilikan terhadap hutan adat, hasil wawancara menunjukkan 
bahwa masyarakat etnis Meyah mempunyai persepsi yang kuat terhadap kepemilikan hutan adat 
adalah kuat (skor 265). Hal ini berarti masyarakat memahami bahwa hutan yang berada di sekitar 
kampung merupakan hutan adat yang menjadi miliknya. Dukungan demikian membuat 
masyarakat adat berharap adanya pengakuan terhadap hutan adat, sehingga dengan adanya 
program pembangunan kehutanan lebih tertuju ke masyarakat pemilik hutan adat. Dengan 
demikian dapat membantu masyarakat adat dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Persepsi 
responden terhadap kepemilikan hutan adat di Kampung Merejemeg disajikan pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Persepsi Masyarakat tentang Kepemilikan Hutan Adat 

Table 6. Community Perceptions of Customary Forest Ownership 

Jenis  
Responden 

BR 
Persespsi  

Responden 
SP 

Jumlah 
SAP 

TM AP MA 

TM 3 Kuat 3 10 3 14 250 

AP 2 Netral 2 0 2 1 15 

MA 1 Lemah 1 0 0 0 0 

    JUMLAH   10 5 15 265 

Keterangan: TM = Tokoh Masyarakat; AP = Aparat Pemerintah; MA = Masayarakat    
             Adat/Kampung 

                      BR = Bobot Responden; SP = Skor Penilain; SAP = Skor Akhir Persepsi 
                         Klasifikasi Persepsi: 55 – 128 (Lemah); 129 – 202 (Netral); 203 – 276   

             (Kuat) 
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Masyarakat adat etnis Meyah telah lama menetap di Kampung Merejemeg (di atas 20 
tahun) sehingga menganggap hutan merupakan hak adat atas tanah yang masih ditumbuhi 
dengan pepohonan. Hak penguasaan hutan adat seringkali mengalami pelemahan ketika 
masyarakat mengambil hasil hutan kayu untuk dibawa keluar kampung dan kemudian disita oleh 
aparat pemerintah. Hal tersebut terjadi karena ada tumpang tindih antara klaim wilayah adat 
dengan klaim kawasan hutan negara. Hutan berdasarkan statusnya terdiri atas hutan negara dan 
hutan hak. Dalam UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adat masuk sebagai bagian 
dari hutan negara dan bukan sebagai hutan hak, sehingga negaralah yang mempunyai 
wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, 
pengurusan, serta hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Akibatnya hutan adat 
sebagai bagian dari hak masyarakat menjadi terabaikan dan bahkan dilanggar hak-haknya oleh 
negara. Kondisi ini sejalan dengan apa yang disampaikan Kartodihardjo (2013), terdapat tumpang 
tindih areal hutan adat dengan berbagai fungsi kawasan hutan dan areal yang sudah diberi ijin 
oleh pemerintah kepada pihak lain. Mekanisme hak yang tidak memperhatikan kondisi lapangan, 
mengakibatkan sengketa antara pihak luar yang memiliki izin usaha dengan masyarakat sebagai 
pemilik lahan yang diperoleh dari mekanisme struktur (Napitu et al. 2017). Hak atas lahan yang 
terdapat pada masyarakat adat yang diatur secara turun-temurun, jika diabaikan dapat berpotensi 
konflik dan dapat mempercepat deforestasi (Zhang 2016; Pakniany et al. 2017). 

Sistem penguasaan lahan hutan pada masyarakat adat selalu berbicara tentang hak-hak 
atas lahan hutan yang diperoleh berdasarkan aturan yang berlaku dalam masyarakat adat. Hak 
untuk menguasai kawasan hutan berawal dan bersumber dari kegiatan masyarakat membuka 
kawasan hutan yang belum tergarap untuk menjadi miliknya. Menurut Nugraha dan Murtijo 
(2013), perolehan hak milik yang bersifat tradisional ini relevan dengan kajian teori “occupatio” 

yakni pendudukan tanah-tanah yang dianggap belum dimiliki oleh seseorang. Hubungan manusia 
dengan sumber daya hutan sangat ditentukan oleh intensitas penggunaan atau penggarapan 
sumber daya hutan. Semakin intens penggarapan sumber daya hutan maka semakin kokoh 
penguasaannya. 

 

2. Persepsi Masyarakat tentang Kelestarian Hutan Adat 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa persepsi masyarakat etnis Meyah tentang 
kelestarian hutan adat adalah kuat (skor 243). Walaupun sebagian besar (sekitar 70%) 
masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang rendah, namum kearifan lokal mendukung dalam 
menjaga alam menjadi bagian dari kehidupan etnis Meyah secara turun temurun. Nilai kearifan 
budaya Igya Ser Hanjob yang berarti “berdiri menjaga batas”. Secara filosofis, nilai kearifan ini 

mengandung makna bahwa segala yang ada di alam ini (termasuk manusia) memiliki batas. 
Apabila batas yang ditetapkan dan disepakati dilanggar, maka diyakini akan berbuah bencana 
(Ataribaba et al. 2020). Kerusakan hutan yang terjadi saat ini disebabkan oleh pihak luar terutama 
dengan mulai dibukanya areal hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Persepsi masyarakat 
terhadap kelestarian hutan adat seperti Tabel 7.   

 
Tabel 7. Persepsi Masyarakat tentang Kelestarian Hutan Adat 

Table 7. Community Perceptions of Preservation of Customary Forests 

Jenis  
Responden 

BR 
Persespsi 

Responden 
SP 

Jumlah 
SAP 

TM AP MA 

TM 3 KUAT 3 6 4 10 190 

AP 2 NETRAL 2 4 1 3 51 

MA 1 LEMAH 1 0 0 2 2 

    JUMLAH   10 5 15 243 
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Keterangan: TM = Tokoh Masyarakat; AP = Aparat Pemerintah; MA = Masayarakat Adat/Kampung 
                      BR = Bobot Responden; SP = Skor Penilain; SAP = Skor Akhir Persepsi 

                 Klasifikasi Persepsi: 55 – 128 (Lemah); 129 – 202 (Netral); 203 – 276 (Kuat) 
 

Masyarakat adat etnis Meyah yang sudah lama menetap di kampung Merejemeg (di atas 
20 tahun) dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki pemahaman bahwa tidak semua lahan 
hutan harus dibuka secara luas dalam sekali musim tanam. Namun pola berladang (berkebun) 
yang dilakukan adalah dengan pola perladangan berpindah. Ladang berpindah (shifting 
cultivation) merupakan suatu bentuk sistem pertanian tradisional yang telah lama dipraktekkan di 
beberapa daerah. Ataribaba et al. (2020) mengatakan bahwa ladang berpindah merupakan pola 
pertanian tradisional yang diterapkan secara evolutif oleh masyarakat lokal dalam mewujudkan 
ketahanan pangan.  Perladangan berpindah di Papua Barat juga ditemukan di pegunungan Arfak. 
Hujairin et al. (2012) menegaskan bahwa perladangan berpindah bagi masyarakat pedalaman 
suku Arfak merupakan cara bertani yang sudah lama ada sejak leluhur.   

3. Persepsi Masyarakat tentang Pemanfaatan Hutan Adat 

Masyarakat etnis Meyah mempunyai persepsi yang kuat atau postif (skor 245) tentang 
pemanfaatan hutan adat. Masyarakat etnis Meyah memahami dan mengetahui bahwa hutan 
adalah sumber kehidupan bagi mereka. Aktivitas pemanfaatan hutan untuk berkebun dan 
memungut hasil hutan kayu maupun yang bukan kayu adalah satu-satunya cara untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah pendapatan ekonomi keluarga atau marga yang 
menguasai lahan hutan. Kondisi yang sama dialami masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih di 
Provinsi Banten yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian dan kehutanan 
(Pratiwi et al. 2019). Persepsi Masyarakat tentang pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat 
etnis Meyah disajikan pada Tabel 8.   

 
Tabel 8. Persepsi Masyarakat tentang Pemanfaatan Hutan adat 

 

Jenis  
Responden 

BR 
Persespsi  

Responden 
SP 

Jumlah 
SAP 

TM AP MA 

TM 3 KUAT 3 9 2 11 210 

AP 2 NETRAL 2 1 3 2 33 

MA 1 LEMAH 1 0 0 2 2 

    JUMLAH   10 5 15 245 

Keterangan: TM = Tokoh Masyarakat; AP = Aparat Pemerintah; MA = Masayarakat Adat/Kampung 
                      BR = Bobot Responden; SP = Skor Penilain; SAP = Skor Akhir Persepsi 
                      Klasifikasi Persepsi: 55 – 128 (Lemah); 129 – 202 (Netral); 203 – 276 (Kuat) 

 
Hampir sebagian besar matapencaharian masyarakat etnis Meyah adalah petani 

dengan tingkat pendidikan yang rendah. Namun aktivitas pemanfatan hutan ini sudah lama 
dilakukan secara turun temurun. Pola tanam perladangan berpindah dengan luas lahan 0,25 -
0,50 hektar untuk sekali musim tanam. Sebagian besar (70%) masyarakat kampung Merejemeg 
memilik mata pencaharian sebagai petani. Untuk memenuhi kebutuahn hidupnya masyarakat 
memanfaatkan hutan adat sebagai lahan berkebun dengan. Kegiatan ini telah dilakukan sejak 
jaman nenek moyang sampai sekarang, dan masyarakat menganggap kegiatan berkebun ini 
tidak merusak hutan. Menurut masyarakat luasan yang dibuka hanya terbatas yaitu dengan 
luas sekitar 0,03 – 0,05 hektar dan dilakukan hanya untuk sekali musim tanam. Rotasi kebun 
lama ke kebun yang baru sekitar 5 tahun.  
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D. Faktor-Faktor Penentu yang Mempengaruhi Masyarakat Etnis Meyah Memanfaatkan 
Hutan Adat 

 

Masyarakat adat etnis Meyah di Kampung Merejemeg memanfaatkan lahan hutan, 
terutama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa faktor penentu yang 
mempengaruhi masyarakat etnis Meyah memanfaatkan hutan adat, yang terdiri dari: a) faktor 
dasar, b) faktor pendukung, dan c) faktor pendorong. Faktor dasar yang menjadi penentu dalam 
mempengaruhi masyarakat memanfaatkan hutan adalah adat istiadat dan pandangan hidupnya 
tentang hutan adat. Masyarakat etnis suku Meyah memiliki tradisi bahwa hutan merupakan 
sumber kehidupan yang diberikan oleh Tuhan sang pencipta kepada mereka. Hutan menjadi 
tempat interkasi sosial dan inspirasi dalam membangun hubungan dengan alam dan sang 
pencipta. Aspek lama bermukim dan jenis matapencaharian (pekerjaan) masyarakat etnis 
Meyah merupakan faktor pendukung dalam memanfaatkan hutan adat. Kondisi ini seperti yang 
dilaporkan Syviani (2008) tentang masyarakat asli Suku Anak Dalam (SAD) yang telah 
mendiami Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) selama puluhan tahun. SAD menyebut 
hutan yang ada di TNBD sebagai daerah pengembaraan; dimana mereka berinteraksi dengan 
alam, saling memberi, saling memelihara dan saling menghidupi. Mereka menggantungkan 
hidup sepenuhnya baik ekonomi, sosial dan budaya dari kawasan hutan yang ada disekitarnya. 
Hutan bukan hanya merupakan sumber penghidupan berladang, berburu dan memanen hasil 
hutan tetapi juga berkaitan erat dengan budaya tradisi. Sedangkan peranan tokoh adat dan 
tokoh agama merupakan faktor pendorong bagi masyarakat etnis Meyah dalam memanfaatkan 
hutan adat (Suhartini 2009).  

  

KESIMPULAN DAN SARAN   

Konsep hutan adat menurut masyarakat etnis Meyakh adalah areal hutan yang 
diberikan oleh Tuhan Pencipta Alam Semesta sebagai hak milik manusia untuk hidup secara 
turun-temurun, berkembang biak dan beradaptasi dengan lingkungannya, serta memanfaatkan 
sumberdaya alam yang ada di dalam hutan. Berdasarkan aturan dan norma yang berlaku 
dalam masyarakat adat, sistem penguasaan lahan hutan oleh masyarakat etnis Meyakh terbagi 
terbagi atas 3 bentuk yaitu: 1) penguasaan lahan hutan sebagai satu kesatuan wilayah adat 
dengan kampung, 2) penguasaan lahan hutan oleh kelompok marga dan 3) penguasaan lahan 
hutan oleh individu (keluarga).   

Masyarakat etnis Meyah memiliki persepsi yang kuat tentang kepemilikan hutan adat. 
Masyarakat memahami bahwa hutan yang berada di sekitar kampung merupakan hutan adat 
yang menjadi miliknya. Persepsi masyarakat etnis Meyah tentang kelestarian hutan adat adalah 
kuat. Hal ini mengingat adanya nilai kearifan lokal Igya Ser Hanjob dalam menjaga alam menjadi 
bagian dari kehidupan etnis Meyah secara turun temurun. Persepsi masyarakat etnis Meyah 
tentang pemanfaatan hutan adat adalah kuat. Hal ini disebabkan masyarakat etnis Meyah 
memahami bahwa hutan adalah sumber kehidupan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat etnis Meyah dalam pemafaatan hutan 
adat terdiri atas a) faktor dasar yaitu: adat istiadat dan pandangan hidup tentang hutan; b) faktor 
pendukung yaitu: matapencaharian dan lama bermukim, serta c) faktor pendorong yaitu: peran 
dari tokoh adat dan tokoh agama. 
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